BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2§ /2024

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka percepatan dan penurunan prevalensi
stunting terintegrasi perlu menetapkan lokus prioritas intervensi
program dan kegiatan;

bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Rapat
Koordinasi Aksi Integrasi 1 yaitu Analisis Situasi Program
Penurunan Stunting di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 telah
disepakati sebanyak 40 (empat puluh) Desa sebagai sasaran
intervensi pada Tahun 2024, maka perlu menetapkan Desa
Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting
Terintegrasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian
Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5291);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Strategis Perbaikan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 172);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269/MENKES/Per/X1/2011 tentang Pedoman Pembinaan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan
Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun
2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional
Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1398);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 10);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

24.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Kesehatan ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 61);

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Sehat;

2. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/7607 /Bangda
tanggal 5 Desember 2018 perihal Intervensi Penurunan
Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota;

3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/ /7607 /Bangda
tanggal 5 Desember 2018 perihal Intervensi Penurunan
Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Desa Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan
Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan
daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi
sasaran prioritas pencegahan dan penangangan stunting baik
spesifik maupun sensitif oleh semua stakeholder dan Perangkat
Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
Tahun 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal & WM<, 2024

b}’j. BUPATI TABALONG,

VR Qo

4, HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 745 /2024
TANGGAL & Ala, 2024

DAFTAR DESA LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO KECAMATAN PUSKESMAS DESA/KELURAHAN
1, Bintang Ara Panaan Panaan

2. | Bintang Ara Panaan Hegar Manah
3. Tanjung Hikun Mahe Seberang
4. Bintang Ara Bintang Ara Dambung Raya
5. | Haruai Haruai Hayup

6. | Bintang Ara Bintang Ara Bumi Makmur
T Pugaan Pugaan Tamunti

8. Banua Lawas Banua Lawas Sungai Durian
9. | Murung Pudak Mabuun Maburai

10. | Tanjung Tanjung Pamarangan Kiwa
11. | Bintang Ara Bintang Ara Waling

12. | Pugaan Pugaan Pugaan

13. | Bintang Ara Bintang Ara Bintang Ara

14. | Upau Upau Bilas

15. | Haruai Haruai Nawin

16. | Kelua Mungkur Agung Bahungin

17. | Upau Upau Kaong

18. | Upau Upau Pangelak

19. | Haruai Wirang Wirang

20. | Banua Lawas Banua Lawas Sungai Anyar
21. | Kelua Mungkur Agung Karangan Putih

22. | Kelua Mungkur Agung Pasar Panas

23. | Tanjung Hikun Wayau

24. | Murung Pudak Murung Pudak Belimbing Raya
25. | Tanjung Hikun Hikun

26. | Tanta Tanta Warukin

27. | Muara Uya Muara Uya Salikung

28. | Murung Pudak Mabuun Kasiau

29. | Murung Pudak Murung Pudak Kapar
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30. | Kelua Mungkur Agung Binturu
31. | Haruai Haruai Kembang Kuning
32. | Kelua Kelua Ampukung
33. | Murung Pudak Murung Pudak Masukau
34. | Tanjung Tanjung Jangkung
35. | Murung Pudak Murung Pudak Belimbing
36. | Murung Pudak Mabuun Mabuun
37. | Muara Uya Ribang Ribang

38. | Murung Pudak Mabuun Sulingan
39. | Murung Pudak Mabuun Pembataan
40. | Jaro Jaro Solan

[vpj. BUPATI TABALONG,

VARG

/{l.HAMIDA MUNAWARAH




